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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melndung anak dan kekerasan dan
diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upava
pencegahan dam  penanganan  kekerasan  dan
diskriminasi terhadap anak;

bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak
di Indonesia masih tinggl sehingga perlu optimalisasi
peran pemerintah;

bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum
optimal dalam memberikan  pencegahan dan

penanganan schinggs diperiukan strateg nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menclapkan Peraturan Presiden tentang  Strategi
Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEG] NASIONAL

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pasal 1 ...
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Dalam Peraturan Presiden ini vang dimaksud dengan:

%

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap
Anak yang selanjutnya disebut Stranas PKTA adalah
strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen
yvang memuat arah kebijakan, strategi, [lokus
strategi, dan intervensi kunci, seria targel, peran,
dan tanggung jawab  kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi, pemenintah daerah
kabupaten [ kota, dan mesyarakat untuk
mewujudkan penghapusan kekerazan terhadap
anak.

Anak adalah seseorsng vyang belum  berusia
18 [delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

kekerasan adalah setiap perbuatan rerhadap Anak
vang berakibat tmbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, scksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau pErampasan
kemerdekaan secara melawan hukum.

Pencegahan adalah tindekan vang dilakukan untuk
menghilangkan berbagai [aktor yang menvebablkan
terjadinya Kekerasan terhadap Anak.

Penanganan adalah scrangkaian tindakan yang
diberikan kepada Anak vang mengalami Kekerasan,
sesual dengan hak dan kebutthannya untuk
memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau
sosial melali penyediaan layanan.

Penyediaan Layanan adalah suatu  upaya
penvelenggaraan  layanan  uniuk  mengatasi/
memulihkan kondisi Anak  yang mengalami
Kekerasan

Masyarakat adalah  perseorangan, keluarga,
kelompok, dan organisasi sosial dan,/atau organisasi
Kemasyarakatan.

8. Keluarga . . .
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8. Keluarga Rentan adalah keluarga vang berisiko
mengalami masalah, baik dar diri maupun dari
lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan
polEnsiny.

9. Menteri adalash menteri vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang pemberdayaan
perempuan  dan  tugas pemerintahan di bidang
perlindungan Anak.

Pasal 2
Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas PKTA.

Pasal 3

Stranas PRTA dimaksudkan sebagai acuan bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupatenkota dalam
menyelenggarakan Pencegahan dan  Penanganan
Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

Stranas PKTA bertujuan untuk:

a. menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan
penegakannya wuntuk menghapus segala bentuk
Kekerasan terhadap Anak;

b. mengatasi fakior sosial budaya yvang membenarkan
digunakannya Kekerasan, serta memperkuat nilai
dan norma yang mendukung pelindungan dari
segila bentuk Kekerasan terhadap Anak;

.  mewdjudkan lingkungan vang aman dan ramah
untuk Anak, baik di dalam maupun di luar rumah;

d. meningkatkan . . .
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meningkatkan  kualitas  pengasuhan  melalai
pemahaman, kemampuan, dan perilaku
orang  fua/pengasuh tentang  pengasuhan
berkualitas dan anti Kekerasan:

meningkatkan akses Keluarga Rentan terhadap
layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah
terjadinya Kekerasan dan penelantaran terhadap
Anak;

memastikan ketersediaan dan kemudahan akses
layanan terintegrasi bagi Anak yang berisiko
mengalami Kekerasan dan Anak korban Kekerasan;
dan

memastikan Anak dapat melindungi diri  dari
Kekerasan dan mampu berperan sebagai agen
perubahan.

Pasal 5

Stranus PKTA memuat:

a. kondisi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia;

b, arah kebijakan dan strateg penghapusan
Kekerasan terhadap Anak; dan

c. kerangka kelembagaan dan koordinasi.

Strategi sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b terdiri atas:

4, penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan
penegakan hukum;

b. penguatan norma dan nilai ant Kekerasan;

€. penciptaan lingkungan vang aman darn
Kekerasan;

d. peningkatan  kualitas pengasuhan  dan

ketersediaan dukungan bagi orang

tua/ pengasuh;

pemberdayaan ekonomi Keluarga Rentan;

ketersedinan dan akses layanan terintegrasi; dan

g. pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan
diri Anak.

=0

(3] Stranas . . .
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Stranas PKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,

Pa=zal 6

Kementerian (lembaga melaksanakan Stranas PKTA
sesual dengan tugas dan fungsi masing-masing,
Pemerintah daerah provinsl dan pemerintah daerah
kabupaten/kota melaksanakan Stranas PKTA
di provinsi dan kabupalen/kota sesuai dengan
urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanuan Stranas PKTA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dikoordinasikan oleh Menteri melalui
Tim Koordinasi Perlindungan Anak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pelaksanaan Stranas PKTA sebagaimana dimaksud
pada avat {2) dikoordinasikan olch gubernur dan
bupati/wali kota.

Pasal ¥

Kementenan /lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten /kota dalam melaksanakan
Stranas PKTA dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

Pasal 8

Pendanasn pelaksanaan Stranas PKTA bersumber dari:

a.
b
.

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja dacrah; dan/atau
sumber lainnya yvang sah dan tdak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan
pengundangan  Peraturan  Presiden ini dengan

pencmpatannyva  dalam Lembaran  Negara Republik
[ndonesia.

ietapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PRATIKNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 153

dalinan sesual dengan aslinya
KREMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 147275 4
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG
STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK

STRATEG] NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB |
PENDAHULUAN

Negara menjamin hak dan pelindungan Anak sebagaimana diatur
dalam Pasal 28B avat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 vang menvaiakan bahwa setiap Anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
pelindungan dari Kekerasan dan diskriminasi, Pemerintah Republik
Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk
komitmen global untuk melindungl, menghormati, dan memenuhi hak
Anak.

Sebagai komitmen nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang  Perlindungan Apak  menjadi  Undang-Undang, yang
mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk
memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya
manusia dalam penyelenggaraan pelindungan Anak.

Upaya kementerian/lembaga dan pemenntah daerah dalam rangka
memberikan pelindungan Anak telah tertuang dalam beberapa peraturan
dan kebijakan seperti  kebijakan kabupaten/kota layak Anak,
perlindungan khusus Anak, serta tindak lanjut pelaksanaan kebiri kimia,
pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman
identitas pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak.

Hasil .
SK No 147170 A
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Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja

(SNPHAR] Tahun 2018 menunjukan bahwa | (satu} dari
17 [majuh belas]) Anak laki-laki dan 1 (satu) dari 11 (sebelas) Anak
perempuan pernah mengalami  Kekerasan seksual, | (satu) dari

2 (dua) Anak laki-laki dan 3 (tiga} dari 5 (lima) Anak perempuan pernah
mengalami  Kekerasan psikis  langsung, 14 (empat belas) dari
100 (seratus] Anak laki-laki dan 13 (tiga belas) dari 100 [seratus] Anak
perempuan pernah mengalami Kekerasan psikis tidak lanpsung melalui
daring (cyberbullying), serta 1| {satu) dari 3 (tiga) Anak laki-laki dan
! [satu) dari 5 (lima) Anak perempuan mengalami Kekerasan fisik. Dapat
disimpulkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) Anak perempuan dan Anak laki-
laki di Indonesia pernah mengalami Kekerasan sepanjang hidupnya.

Umumnya Kekerasan yang dialami oleh Anak cenderung diterima
lebih dari 1 [satu) jenis Kekerasan. Berdasarkan laporan dari Anak Vang
pemah mengalami Kekerasan, pelaku Kekerasan adaiah orang terdekat,
teman sebaya, dan orang dewasa yang dikenal. Ketidaksiapan atas
Penyediaan Lavanan pelindungan Anak berdampak pada Anak korban
Kekerasan sulit mendapatkan bantuan dan pendampingan yang tepat.
Akibatnya, Kekerasan masih sering tersembunyi atau tidak terlaporkan
sehingga sulil untuk dicegah, ditangani secara efektif, dan diatasi
dampak jangka panjangnya.

Kementerian /lembaga  telah melakukan  berbagal  upava
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, namun hal i
masih perlu dioptimalkan mengingat dampak jangka panjang Kekerasan
vang berpotensi membahayakan kesclamatan dan kesejahtersan Anak.
Hal ini memerlukan langkah strategis vang terencana dan melibatkan
kementerian/lembaga, pemerintah dacrah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
disusun Stranas PKTA vang secjalan dengan pencapaian target pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN], dan  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

BABIL. ..

SK No 147180 A
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BAB I
KONDISI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

2.1 Situasi Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan data Kekerasan terhadap Anak vang bersumber dari
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI
PPA) tercatat lotal 49.141 (empat puluh sembilan ribu seratus empat
puluh satu} kasus dengan total jumiah korban 54.366 (lima puluh empat
ribu tiga ratus enam puluh enam) Anak, selama Tahun 2016-2020 dengan
rincian schagaimana tercantum pada Tabel 2,1 schagai berikut:

mun'  Jumlah Anak Korban |

Laki-Lalki = Perempuan Total
(1 @ @ | M

2016 2.229 5.650 7,879
2017 3681 | B.102 11.783
2018 4.049 8.298 12.347
2009 | 3767 7.820 11.587
2020 3.205 7.565 10.770
l 16.931 37.435 54.366

Tabel 2.1 Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020

Tabel 2.1 menunjukkan total korban Kekerasan terhadap Anak
mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sebesar 7.879 (tujuh ribu delapan
ratus tujuh puluh sembilan) Anak meningkat menjadi 12.347 (dua belas
ribu tiga ratus empat puluh tujuh) Anak di Tahun 2018, Pada
Tahun 2019 dan Tahun 2020 korban Kekerasan mengalami penurunan
dari 11.587 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) Anak menjadi
10.770 [sepuluh ribu tupuh ratus tujuh puluh] Anak, Namun secara
umum, untuk Tahun 2016-2020 masih terjadi kenaikan korban
Kekerasan dari 7.879 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan)
Anak menjadi 10.770 (Sepuluh ribu myjuh ratus twjuh puluh) Anak.

Perkembangan . . .

SK No 147151 A
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Perkembangan kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia
Tahun 2016-2020 berdasarkan jenisnya, secara berturut-turut
menunjukkan kasus tertinggl pada jenis Kekerasan seksual, fisik, psikis,
dan penelantaran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1.
Jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia berdasarkan Jenis
Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, jumlah kasus Anak yang mengalami
Kekerasan seksual menunjukan kenatkan secara signifikan pada
Tahun 2016-2017 dan pada tahun berikutnya belum terjudi penurunan
vang signifikan. Jumlah kasus Anak yang mengalami Kekerasan fsik
menunjukan penurunan sejak Tahun 2018-2020, Jumlah kasus Anak
vang mengalami Kekerasan psikis menunjukan kenaikan pada
Tahun 2016-2018 dan terjadl penurunan pada Tahun 2018-2020. Sena,

jumlah kasus Anak vang mengalami Kekerasan penelantaran cenderung
meningkat.
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Clambar 2.
Jumlish Korban Kekerasan terhadap Anale berdasarkan Kelompok Umur Korban
Tahun 2016-20220

Gambar 2 ...
SK No 147182 A
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Gambar 2. diatas menunjukkan kejadian Kekerasan secara umum
meningkat seiring dengan bertambahnya usia Anak. Dalam kurun waktu
3 (lima) tahun vaitu Tahun 2016-2020 korban Kekerasan terhadap Anak
tertinggi terjadi pada kelompok usia 13-17 tahun.
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Gambar 3.
Jumlsh Kasus Kekerasan berdasarkan Tempal Kejudian Tahun 2016-2020

Sementara, kasus Kekerasan berdasarkan tempat kejadian paling
banyak terdapat di dalam rumah tangga, fasilitas umum, sekolah, dan
tempat lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, diatas.
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Gambar 4,
Jumlah Kerban Kekerasan terhiadap Anak berdasarkan Jenis Layanan
Tahun 2016-2020

Gambar 4. Jenis lavanan vang diberikan pada Anak korban
Kekerssun antara  lain  lavanan pengaduan, rohaniwan, lavanan
keschatan, bantuan hukum, pemulangan. rehabilitasi sosial, dan
reintegrasi  sosial, Berdasarkan jenis layanan terscbut, lavanan
pemulangan, dan reintegrasi aosial masih rendah.

2.2 Tantangan . . .
SK No 147183 A
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Tantangan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Skema faktor Kekerasan terhadap Anak sulit dicegah, ditangani,

dan diatasi dampak buruknya sebagaimana pada Gambar 5.
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Gambar 5. Tantangan dalam Penghapusan Kelkerasan terhadap Anok

Terdapat 3 kelompok tantangan dalsm  penghapusan

(riga)

Kekerasan terhadap Anak yaitu:

i,

Faktor ekonomi, sosial, dan budaya

Data-data vang 4ada  lentang  Kekeragsan  terhadap  Anak
di Indonesin masih sangat terbatas dan belum bisa memberikan
gambaran utuh tentang kejadiannya. Beberapa studi menunjukkan
faktor pendorong terjadinya Kekerasan terhadap Anak, diantaranya
tekanan ekonomi dan kemiskinan, Kemudian [aktor lain adanya
kondisi bhudava tertentu  dalam  Masyarakat, yakni berbagai
pandangan, nilai, dan norma sosial, vang seolah memudahkan
terjadinys atau mendorong dilakukannya tindak Kekerasan rerhadap
Anak.

Faktor ekonomi. sosial, dan budava saling berpengarub satu
sama lain terhadap terjadinye Kekerasan terhadap Anak, untuk it
perlu upaya Pencegahan dan Penanganan secara komprehensif,

b. Tata . . .

SK No 147224 A
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b, Tata kelola sistem dan layanan pelindungan Anak

Saal Anak mengalami Kekerasan dan membutuhkan bantuan,
akses pengaduan tidak selalu tersedia serta Penanganan tidak selalu
tepat dan segera. Upava Pencegahan Kckerasan terhadap Anak vang
ada belum sepenuhnya bisa menguatkan ketersediaan dan kualitas
mekanisme serta layanan pelindungan secara merata. Program masih
terfragmentasi di berbagai sektor layanan dasar serta data kasus dan
prevalensi yang belum memadai. Kendala koordinasi dan kolaborasi
lintas sektor, alokasi, dan kapasitas sumber dava serta kesenjangan
data dan pembelajaran harus diatasi agar Kekerasan terhadap Anak
dapat dicegah dan distasi dampaknya.

¢. Pemahaman dan sikap jejaring sosial

Tantangan dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak
lainnya adalah pemahaman dan sikap jejaring sosial di lingkungan
Anak, seperti keluarga, komunitas, penyedia layanan, pengambil
kebijakan, atau teman sebaya yang kurang mendukung Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Kecepatan dan ketepatan
Penanganan Kckerasan terhadap Anak juga dipengaruhi oleh
pandangan dan sikap orang dewasa dan teman sebava vang dikenal
Anak, termasuk pada penyedia layanan, pengambil kebijakan, dan
pengasuh utama. Untuk itu diperlukan upaya penguatan dan
peningkatan kapasitas jejaring sosial di lingkungan Anak agar
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dapat
dilakukan dengan lebih cepart dan lebih baik.

BABI ., ..

SK No 147185 A
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BAE I

ARAH KEBLJAKAN DAN STRATEG!
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

3.1 Arah Kebijakan

Salah satu  arah  kebijakan dalam dokumen RPJMN
Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas Anak, perempuan, dan
pemuda melalui strategi penguatan upava Fencegahan dan Penanganan
berbagai tindak Kekerasan, cksploitasi, termasuk isu pekerja Anak, dan
penelantaran Anak. Untuk itu, dalam rangka menjabarkan arah kebijakan
yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan
tantangan dalam penurunan Kekerasan terhadap Anak, arah kebijakan
Stranas PKTA terdini atas:

8. meningkatkan kapasitas Anak untuk kemandirian dan ketahanan diri
Anl;

b. memperkuat jejaring keria sama dan sinergitas kementerian /lembaga,
pemerintah  daerah, dan  Masyarakat untuk  meningkatkan
pelindungan Anak dari Kekerasan;

¢ penguatan ekonoml keluarga untuk Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak; dan

d. meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksansan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang dilaksanakan olch
kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten /kota.

3,2 Strategi

Untuk menjabarkan arah kebijakan maka ditetapkan 7 (tujuh)
strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak vang
terdiri atas:

a. penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum:

b. penguatan norma dan nilai ang Kekerasan;

€. penciptaan lingkungan yang aman dari Kekerasan:

d. peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi
orang tua/pengasuh;

e, pemberdayaan . . .
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¢, pemberdayaan ekonomi Keluarga Rentan;
f. ketersediaan dan akses layanan terintegrasi; dan
g pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri Anak.

Sclanjutnya, setiap strategi akan dicapai melalur fokus strategi dan
intervensi kunci. Fokus strategi memuat program utama sedangkan
intervensi kunci memuat kegiatan pokok sebagai penjabaran program
utama yang mendukung upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak,

Untuk pengukuran dan pencapaian program utama dan kegiatan
pokok, ditetapkan indikator, data dasar, dan target capaian. [ndikator
adalah vanabel yvang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai
terhadap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penghapusan Kekerasan
terhadap Anak. Data dasar merupakan data kondisi kinerja terkait upaya
penghapusan Kekerasan terhadap Anak vang lersedia secara periodik
sampai  dengan  Tahun 2021 bersumber dari data pencatatan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
dacrah kabupaten/kota, Adapun target memuat data capaian vang
diharapkan pada Tahun 2024.

Dalam  upayan  pencapaian target, perlu  ditetapkan
kemenlerian/lembaga  penanggung jawab  dan kementerian/lembaga
yang terkait.  Kementerian/lembaga penanggung jawab  vaitu
kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi
menjalankan program utama dan kegiatan pokok. Kementerian/lembaga
terkait yaitu kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas fungsi
dalam pencapaian target kementerian/ lembaga penanggung jawab,

Strategi 1 . . .
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Strategi 1
Penvediaan Kebijakan, Pelaksanaan Regulasi, dan Penegakan Hukum

Tujuan:

Menjamin
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R T

adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan, serta pelaksanaman dan penegakannya, untuk menghapus
segala bentuk kekerasan terhadap Anak.

Strategl  ini  mendorong
penghapusan Kekcerasan terhadap Anak dan peningkatan pemahaman
para pemangku kepentingan dan penegak hukum untuk memastikan

terlaksananya regulasi dan penegakan hukum,

lersedianya

kebijakan /regulasi

dalam

: K/L
Fokun Sirateg m::::;m Indikarar = » | Targe: 2024 | Penanggung K/ L Terkad
| ; 2 i Jawab
M (2 E 4 N i
L Tersedinnys o mengiden-  |Jumiah 1laparan 3 laporan s Kementerian |+ Kementerian
kebimkan/ tifikasi laparan Hukum dan Agama
regulasi dan peTaturEn kajian Hak Asasi s Keimenlenan
ATUIALD yang perhu lentang Manisin Dalam Negeri
TUFLLOERTVA dinbah atay | peruturan ® Kemnenlerinn  |e Kementerian
sehagal diausun | perundang- Pemberdayann | Kesehaton
acuan dalam undangin Perempuan * Hementerian
penghapusan terkit dan Sosinl
Keleramen perlindungan | Perlindungan |e Kementerian
terhudap Anak Anak Komunikasi
Anal dan
Informatike
* Kementerian
Luar Kegeri
* Kementerian
Pendidikan,
Kebudayvesn,
Rimet, dnn
| Teknolog
| » Kementerian
; Perhubungan
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s Hementerian
Ketenagakerjaan
& Kemietitetian
Perencannan
Pembangunan
Nasonal /
Badan
Perencanau
| Pembangunsn
Nasional
& fejakaaan
Repubililk
Indonesin
* Kepolisinn
, Negara Republik!
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i . Kebudayaan,
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= K/L
Intervensi
Fokus Strategi iy Indikator ;:::- Target 2034 | Penanpggung K /L Terkait
e - J!Wﬂh
(1] 2] 13 (4] (5 i) 7
dan = Kementerian
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Indonesia
lH:I!]JﬂH.:!-Eﬂ
Megara Republik
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= Hornia)
| Perlinidungan
Anak Indonesia
Penyelesnian | Kementerian |« Kementerian
2 FPeraturan Kesehatan Pemberdavasn
Menten Perempuan dan
| Resenatan Perlindungan
T el Anak
Proacdur ;
Teimis * Kementerian
Penllatan Hukum dan
s Blinds, Hak Asasd
| Kesimpulan, | Manusia
s i» Kementerian
Pelakaannan, Sogial
[ [ ] [
1.nrm'u.1u:vam - AR
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| Rebabilitas * Ecjaksean
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Indonesia
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Repuhiik
Indonesia
Penyelesaian . . .
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1 Peruturan Sosial Pemierdayann
!Hrnt:ri Perempuan
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1 Peruturan Republik Pemberdavaan
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Repuhblik dan
Perfindungan
Anak
= Kementerian
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pelaksanaan | dun 2 dari Undang- Perempuan |« Kementeran
dari Undang-| Peratezan  {iindung dan SekTetariat
Undang Presiden  INomor 11 Perlindungan Negara
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Tahun 2013 | Peleksana- Tentany, | » Kementerinn Keschatan
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Fokus Strateg i ln::njd Indikator [I;:::: Targel 2024 | Penangeung K/ L Terksit
Javaraks
(1} (2 3 ] 13 [ (7
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layaman mendapatkan Saks dan Perempuan
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| » Mahkamah
Agung
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Fokua Strategi ’ {
1eg i Indikatar S Target 2024 | Penanggung K /L Terkait
Jdawab
1] @ (3 i [5) (B (7l
d. Pelaksanaan | Penyvusunan | Jumlah | 1 dokumen | Kementerian | » Kementerian
pemantauan | mekanisimoe koordinmsi Pemberdavasn Hukum den
dan rvaluasi | pemantawan pernanisuan Perempuan dan| Hak Asasi
AtRa | dan evaluaa dan evaluasi Perlind wngan Manuss
pelaksanaan  regulag secars | pelaksanaan Anak * Mahkamah
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di pusat Keleeranan « Kejaksasan
maupun di terhadap Repubiik
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Srrategi 2 . . .
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Stratleg 2
Penguatan Norma dan Nilai Anti Kekerasan

Tujuan:
Mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya
Kekerasan serta memperkuat nilai dan norma vang mendukung
pelindungan dari segala bentuk Kekerasan terhadap Anak.
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Strategi ini melibatkan semua sektor dan Masvarakat menuju perubahan
norma  sosial anti Kekerasan dan memobilisasi Masyarakat untuk
mengubah norma sosial dan perilaku melalui advokasi, forum dialog,
penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan menjadi norma dan perilaku anti

Kekerasan,
Folous Lnterven s Data | , , e [ :
Strate Raunel Irsclibes o i | Targer 2004 Penanggung K /L Terkait
Jawah
(1} 12) 3 ) H 5] m |
Perubahan & memastikan | Peta terkait . | database, | Kementerian ® Kementaran
cara pandang | sdanya nlled anti dokumen Pendidikan, Snsial
dan praktik databinse Kelerasan kajlan Kebudayaan, |« Kementersn
atns normo muibii-reimi terhadag l peinelaan Riset, dan Komunikas
dan nilai anti Anak di | terkalt nilai- | Teknologl dan
untuk Kekermsan di| berbagai | milai aned informatika
mewjudkan herbagai daerah Kekerasan & Kementerian
anti Kekerasan, daerah terhadap Dalam Negen
rerhadap Anak | | Anak [ » Kementerian
[resa,
Pembangunan
Liasrah
Tertinggal, dan
| Transmigrasi
[ s Kementerian
: Pemberdayaan
‘ Perempuan dan
Perlindungan
I Anank
= Kemenlerian
» Badan ..
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Strateg] Yunc ndikator Priing Targer 2024 | Penangeung B/ L Terkalt
Jenwak
i [2) 3 4] [3) () [l
e Hewian
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agama; | # Kementerinn Komuniiasi
tokeah  Adnt) Agnma A Harmmciion
Masyarukat » Kementerian
dalam upava :ﬂ‘;mm
ﬁl.l‘ﬂg'l.l.illln 0 |
milai ant
Teringgal, dan
Kelkerasan Transmiprasi
#* Kementeran
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perhndumngan
Anak
& Ko 6sd
Perlindungan
1 | Anak Indonesia |
Meningkatnys 1 kajuam Kementenan #» Kementernn
kesadaran Pemberdayann |  Dalam Negen
Masyarnkat Prremmean dan| = Ksmenterian
vang menolak Perlindungan Sasial
Kekerasan Anak # Kemenoeran
terbindap Eormunikasi
Anak dan Informatika
* Komisi
Perlindungan
Analk [Indonessa
¢. melakukan . . .
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i) iz [ 4] is) io) o
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koordinasi | forum koordinasl | Pemberdayaan Pendidikan,
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clalmm lintas sektor Perlindungan Riset, dan
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Pprogruan » Kermnenterian
VANE Agama
mendukung * Kementena
nitlai ANt
Dalam Negeni
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Strategi 3
Penciptaan Lingkungan yang Aman dari Kekerasan
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Tujuan:

Mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk Anak di manapun
Anak berada.

Strategi ini memperkuat peran Masyarakat dalam Pencegahan dan
pengawasan terjadinya tindak Kekerasan, serta pengembangan

mckanisme yvang memastikan Anak aman dari risiko Kekernsan.

Fokus Intervensd
Birategt Kunci
{1 .

1. Pelibatsn B. memperikunt
Musyarakat peran
dalam Masyarakar,
mencipakan  dalam
lingluingan Pencegahan,
Yang arman pelaporan,
bagi Anakx di  dan
ranah damng  pengEweasan
dan luring tindak

Kekerasan
pada Anak

Innilomter

= —

i
Tersedianya
gerakan
PEnEAWARAT
dan
PEMATITATIAL
oleh
Masvarakar
pelindungan
Anak
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Jawab

K /1L Terknit

i
1921
Pertindungan
Anak
Terpaduy
Berbasis
Masyarakat

(5]
5000

Perlindungan
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I
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1 dokumen

2 dokumen

Kementertan
Komunikasi
dan

Indormat o

# Kemenienan
Apuma
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Republik
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e. meninghkailan Jumish

Ruang
Bermain
Earnah
Anak
(RERA|
Vang
rerstandar

5 REBRA
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Fokus Intervensi iy
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g 3 Indikator | Data Dasar | Targer 2024 Penanggung E/L Terkair
Strateg Kunci
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kebencanaan | program Anak
darurat
bencana bagi
pelindungan
Anak dan
Kekerasan
Strategi 4 . . .
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Strategi 4
Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Ketersedisan Dukungan bag
Orang Tua/ Pengasuh
Tujuan ;

Meningkatkan kualitas pengasubhan melalui pemahaman, Kemampuan,
dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan
anti Kekerasan di lingkungan keluarga sendiri, keluarga pengganti, dan
Lembaga Pengasuhan Anak.

Strategi ini mendorong upayva melalui pengasuhan Anak tanpa Kekerasan,
mendorong komunikasi dan interaksi vang positif antara pengasuh dan
Anak, serta menyediakan keahlian bagi orang tua untuk secara lebih baik

melindungi Anak.
. /L
EZ:{:; m:ﬁtﬂm Indikator | Data Dasar | Target 2024 | Penanggung K/L Terkait
Jawab
(1 12) 03 I 1) 51 [
1. Peningkatan &, meningkalkan| Jumlah 6432 TAS | B.740 TAS | Kementerlan |« Kementerian
keahlian inatitusi Taman Anak | | Boatal —
orang tus/ pengasuhan  |Scjahtera (TAS) l, Kensttsasn
pengasueh tanpa vang meniliki |
dalam upava| Kekerasan progrem Pendidikan,
pengasuban | serta peTingkatan I Kebudayaan,
Anak tinps | membangun | keahlian hagl Riset, dun
Kekernnnn komunikasi Eniuuh f=— ) Teknobosi
BETTA dan meraksi |Jumlah T TARA 25TARA |Kementerian |, gementerian
membarigun | yang positd | Taman Asub Pernberdayann Dalan: Nagerl
komunikasi | antara crang |Cers [TARA) Perempiian '
dan interaksi  tua) vang memiliki dan v Aol
yEng positif pengaseh PTOgram Perlindungan Kornunikaa:
antara omng | dengan Anak |peningkatan Anak dan Inforratiks
&, kerhlian bag » Kemenberian
pEngrslh 1| ih
denpan e i
Amak i e
Daerah
Tertinggal, dan
Transmlgrasi
e Badan. ..
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| K/L
Fokus Intervens '
i I Indikalor Data Daaar | Target 2024 | Penanggung E/L Terkait
Strateg Kunci |
| Jiawal
1] 121 El 4) L m
e Badan
Kependudukan
diun Keluarga
Berencana
Nasional
b. peningkatan |Jumlah 250 2000 | Kementerian |e Kementerian
kapasitas keluarga vang = keluarga keluarga | Pemberdayaan | Dalam Negeri
Eeluarga mendapatkan Perempuan * Kemeniedan
tentang pelatifan dan Pendidiken,
pengasuhan | pengasuhan Perlindungan | Kebudnyaan,
Anak berbasia berbasis Anak Riset, dan
hak Anak dan Anak Teknalog
sebagsi + Kemenferian
pelépar dan Agama
pelapor I
Jumlah 100 1000
|kehunrga vang  heluargs kelunrga
mendapatkan
peiatihan
sebagai
pelopor den
pelapar
c. sosialisasi | Pelaksanaan - 9 hemaian |« Bemenierian |« Kementerian
dian kegualan Pemberdayunn Oglam Negeri
kampanye |sopinbisssi dan | Perempunn |, peoronioto o
untuk kampanye dan ey
. i ikan,
mencegah  |untuk Perlindungan ki
Kekerasan  (mercegeh Azl 2 T
terhadnp ok PRt s Kementerian | iset, dan
Anak di terhadap Anak Fosl] Ethelg!
dalam i Kementerian
keluargs, Agama
kelusrss # Hadamn
pengganti, Kependuduksn
dan lembags | dan Keluarga
pengasuben | Berenicisii
alternatif Nusional
2. Penguatan . . .
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Fikua Intervensl ndi 1 e
Strato Sicnnl Indikator Data Dasar | Target 2024 | Penanggung K/L Terkait
= Jawel
(1] [2} [ 14 (3) | 18] {7
2. Penguatan | &, penguatan |Pelaksanaan | 2 kegiatan | 4 kegiatan = Kementerian |e Kemenierian
kapasitas kapasitas,  [keglatan Pesberduyasr| Dalam Megeri
penyvedia dukungan | peningkatan Peremipuan  |s Hadan
layanan operagional, | kepasitas dar Kependudukan
keluarga dan penyedia Perlindlungan | dan Keluarga
kemampuan |layansn | Anak Berencana
merckomen-  |konsultasi * Kementerian | . ginmal
dagikan keluargn Sosial
kepada
lembaga
ruajukan |
untuk
Jebaga |
konaultas |
keluiarga |
b, sertifikas Jumlah 280 orang | 770 orang |Kementernen (o Kementerian
sl beer sumber daya [Pemiberdayann | Dalam Negeri
daya mAn A EPerempun.n o Kementerian
manusia lavanan .l:t-nn Boatal
pada wonsultasi ?F-:r]imiurlﬁn « Badan
. lembaga helusargs (Anak Kependudukan
I konsullasi | wersertifilasl dan Keluarga
| keluarga Hereficutia
o B Mamonal
3. Mendorong | Memastikan | Tersedianya 38 203 |Kementermn |+ Kementerian
Masyarakat | keterampilan | lembags lembaga lembaga | Pemberdayaan | Dalam Negeri
untuk lembaga | layaman konsultasi | konsultasi |[Perempuan # Kementerinn
mengakses | lyanan komisultam keluarga kelnarga  [dan Boaial
layanan .konmltam keluarga Perlindungan |s Badan
konsultasi | keluarga VEng Anak Kependudukan
keluares, terstardair dan Keluarga
Berencana
HNagional
Strategi 5. . .
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Strategi 5
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan

Tujuan:
Meningkatkan akses Heluarga Rentan terhadap layanan pemberdaynan
ekonomi  untuk mencegah
terhadap Anak.

FRESIDEM
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terjadinva HKekerasan dan penelantaran

Strategi inl mendorong upaya peningkatan skema bantuan sosial untuk

Keluarga Rentan agar terhindar ataun mengurangi terjadinyva kasus
Kekerasan dalam rumah tangga.

SK No 147206 A

[ KEiL
Fokus I . Targes: )
Strategl Intervensi Kunei | Indikator Dat Dasar 2024 Penanggung K /'L Tetlknit
| Jawab
i [’ B ) (5] 161 (7}
Penguatan menyediakan  Junlah 00 3.810 Kementerian  » Kementerian
din program dan pelakn usaha | UMEM vang _‘L]HKI'.'I, vang Koperas: dan Badan Usaha
pelindungan | layaran Kelnarga terfasthtast  terfmsihtasi | Usaha Keoil Milik H‘:E’_m
Lisaba pendampingan, | Rentan vang | standardisasd standardisssd den Menengah E Euuﬂn.tenm
; y > | Pertanian
Keluarga pelatihan, dan  difasilitasi | dan dan .
) * Kementerian
Hentan fasilitasi lam standardizsas | sertifikasi seTtifikasi Lingkungan
dalam dan produk prodick Hidup dan
merddorong akses sertifikas| | Kehiitanamn
dan produk * Kementerian
pemberdavaan | Jumlah a0 (1.150 ”"‘““‘*““.“““
usaha Kel claku usaha UMEM ILBMEM D
HErgR. 1P ; Kelautan dan
Rentan Bel urge yang | yang Perikanan
Rentan vang | menerimi MEnErima * Kementerian
‘menerima | pelatihan | pelutiban Desa,
pelatihan | berbasis bertnsls Pembangunan
|berbasia kompetensi | kompeters ?:;E::Sﬂ
';].anp!ten-i dan 4
Transmiprast
» Kementerian
Sosial
Strategi6 . . .




Btrategi 6
Ketersediaan dan Akses Lavanan Terintegrasi

Tujua
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Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi
Anak yang bensiko mengalami Kekerasan dan Anak korban Kelcerasan.

Strategi ini mendorong pada upaya Penyediaan Layanan pelindungan
Anak korban Kekerasan yang komprehensil dan terstandardisasi seria

terjangkau dan mudah diakses oleh korban.

: K/L
& Inferyenm - Data Tarpet |
Folous Strategi Kunei Indikatos T adiad Penangpung KL Terkait
Jawah
Al £l (3 A 5} ] m
Penyediaas n, meningkatinn |Jumish respon| 3.730 Kurang Kementerian |s Kernenterian
Luyanan kualitas dan | kasus korban |respon dan 3.730 | Sosaial Pemberdavaan
pelindiungan keiersediaan | Kekerasan kasuR N Perempuan
Anak korban layanen terhadep Anak kasius dan
Kekernsan yang| melalu melalui Perlindungan
teracandardi- pendekatan | pendampmgan Anak |
sasi dan MmarEjemen dan » Kejaknaan
terintegrasl kasus dan rehabilitast Republik
dalam mmekanisme ERETH) Indonesia
penyelenggara- | rajukan » Kapelisian
an lavanannya | terpadu vang Hegara
serta mudah melibatkan Renublik
diakses alsk koordinms: Indonesia
korban lintns mekior
dan layanan [ Jumish respon| 53 reapon | Kurang Kementerian |« Kemenierian
dan lembags | kasus kastn dari Sogial Pemberdaynan
Lerkait Kekerasan 53 respon Perempaian
terhadap Anek kasus dan
melaiui Perlindungan
layanng Anak
telepon = Kepolisian
pelayanan Wegars
sosinl Anak Republik
Indorsesia
Persentase . , .
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s _ Imervensl ndlicitod Date Target hele S
olgus Strateg £ Pisiaar i Penanggung K/L Terkait
Jawab
{1 (2 {3 # i) [ [7
Persenlase [ R 100} % Hementertan |« Kementerian
leyinan kisus Pembordayaan  Sosial
KTA & Perempuan *  Kementerinn
BAPA 129 vang damn Kesehatum
| mersdapatkan Perlindungan |« Kementerian
| Penungsnan Anak Hukuem dan
BECEra Hak Arasi
komprehensif Mamusta
s HKepolisian
Negara
Repuhlik
Indonesia
Jumilah kasus | 217 Anek | 287 Anek | Kementerian |« Kementerian
KTA yang # Pemberdayaan,  Sosial
raerd npatkan | Perempuan * Kementerinn
layanan Eliim Kesshatan
SAPA 120 { Perlindungan | Kementerian
| Anak Hukum dan
Hak Asasi
Manu=ma
« Kepolisian
Negars
Repulilik
Indonesin
Pedoman - 2 Kementerian | s Kemenferian
IMEn@ETii dokumen | Pemberdavaan| Keschatan
atarsdardinnpd Perempuan = Kemenlerian
layansn dan Sominl
pelindungan Perlindungan  » Kementerian
perem o an Anak Hubkum dan
dan Anak Hak Aspai
Manusia
» Kementerian
Dalam Negerl
s Epmeniarian
Agama
|» Kermenterian
Pendidikan,
Kebudayaan, |
Riset, dan
— Teknokogi
Jumlah . . .
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ol 8 ) Intervensi It | Dia Target L )
obius Strutegi Kxiipct Lkmtor Pk 2024 Penangeurng | K /L Terkail
o - Jawab
L i2) (3 (4} (5) 15} _ [
- Tumiak Unit BOUPTD | Kementerian | Kementerian
[Peiakanna FEA Pemberdayvann Keschatan
Tekris Daerah Ferempuan |« Kementerian
lindungan dan Bnmnl
rempuan dan Perlindungan |« Kemenierian
Anak (UFTD Anak Hiskum dan
[PPA) yung Hak Asasi
ferstandardisas Manusia
» Kementerian
Datam Negeri
. Meningkatkan| Jumlah 30 orang | Kementerian |« Kementerian
pendampingnn| paralegul Pemberdavaan, Kesshatam
hukum, pelindungan | PFerempusr [« Kementerian
dukungan | Anak & | dan Souial
Fﬂ-mmﬂ. h‘III.hIE-I‘ f Pcf]it'rdhﬂghll » Kementerign
dan lembaga | Ak Hukum dan
reintegrasi | bantuan Hak Asas|
sosial untuk | hukum vang Man usia
korban dan | mengikuti * Kemenlerien
tersangha Training of I Dalam Negeri
pedaku Trainers |
kejahatan Jumiah | A0 orang . kementerian | Kementerian
seksual Pendamping pekera | Pemberdayaan| Dalam Negen
Sosial di UPTD sngial | Perempusn
PPA dan di UPTD | dan
SAPA 120 Provingi | Pedlindungan
- 170 orang | Anak
pekerja
£
i LUPTD
Kabupaten/
Kiota
4 Orang 10 arang
pekerja pehierja
nnsdial sonial
padn pracdic
SAPA 129 | BAPA TI0 J
¢. meningkatkan . . .
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P
| Intervensi Data Target At
Fokus Strategi Indikatar ; Penanggung K/[L Terkait
Kunci Lrasar 2024
Jivwah
i) 2 i3] M 51 i6i 17
e, memmgkitkan Tersedianya ‘1 Siafem .r | Sisten | Kementerian |+ Kementerian
kualitas untuld aistem date Informasi . Informast | Pemberdavaan| Keseharan
pengumpulan | informas Online PPA | Online PPA | Perempuan  |e Kemenieran
pengelolaan, | vang terpadu dan Pendidikan,
PpemAantaan, Perilindungan Esbudavasn,
chiun evaluasi Anak Riset, dan
data dun Teknologi
informasi yang ® Kementerian
terpodu Sosial
* Kemenlerian
Dielam Negerl
® Kepalisian
Negarn
Repauhlik
Indonesia
d. Memnpgkatkan Persentase 100 44 100 * b Krmentenian | ¢ Kemenderian
jaminan Anak korban Pemberdavaan  Kesehatan
pelindungan | Kekerasan Perempuan |« Kemenieran
Identitas YENE dan Soslal
sakai, karhan, | terlindungl Ferlindungan  « Hementerian
dan identitasiya Anak Hukum dan
tersangka, § Femenierian Hak Asasi
leruinme Dralam Negeni Manusia
Anak i scgala * Rementerian
bentuk media Agama
publik, secorn » Kemerierian
konaistrn Pendidikan,
Rebudavaamn,
Riset, dan
Teknologl
Strateg 7, ..

SK No 147210 A




Strategi 7
Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Ketahanan Dirt Anak

Tujuan:
Memastikan Anak dapat melindung din dan Kekerasan dan mampu
berperan sebagal agen perubahan,
Strategi ini mendorong adanyva pendidikan kecakapan hidup vang dapat
membantu kemandirian Anak dalam melindungi diri dan bersikap ketika
mengalami Kekerasan dan mengembangkan kepercayaan dini Anak dalam
menciptakan lingkungan anti Kekerasan.

RE

PRESIDEM

PLIBLIK
. 57

IHMDOMNESIA

| KL
Fokus Intervens: ; Dara
Indileator
Targsl 2024 | Pe B L Terkat
Strategl Ritiket | Dasar e NHAGEEUNE {L Terka
. Jawab
i & | B H) ] (6]
L. Peningkatan |a Melak=ana- Persentase 150 330 Kementeran [s Kementerian
kernampuan | kan inan Pondok Pondok  |Agama Sosial
Anak untuk | pendidikan Ppendiddan (g Pesantren | Pesantren = Kemenlersan
melindungi kecakapsn Y48 e Komunikasi
i dan bddup II ” r;m dan
l!'rfrihlp termusik hidui Lis Infarmatika
keetika pengetahuan b disian | » Kementerian
mengalami dan penggeTui’ Dalam Negeri
Kekerasan kemampuan  pusat . * Kementenan
el dnlnm ke lan Pemberdayaan
pendidikan mengendali- Perempuin dar
kecakapan . ka_l'l. emiE, ; Perlindungan
hichap | sikap, | Anak
proansial = Kepaolisian
| mencegah Neogara
perundungan, Republik
dan teknik Indanesia
Iminsym = Hadan
Kependudukan
dan Keluarga
{ Berencans
Masional
| Badan
| Markotikn
[ Marional ]
Jumlah . . .
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Fokus Intervensi Indikatar Diata | Tareit 024 Pl:n::L K/L Terk
Strategi Kunci Dasar . i i i
Jawah
11} 2] i3 ] 15 LT}
Jumish 14l 848 | Kememwetmn |e Kewices lorsn
prwing:  dam Provine: Prewinm | Pendidikan, Zosinl
hubupaten | dan dar Kebudayaan, |* HKemenisnan
Kota YRRy, pupeten] Kabupates; | Riset, dan Moty lonsl de
mendapeikan L Nita Teknalogl Inforemaniks
frhLiEr & Reinenleran
PeNEUARD Datam Nogsr
karkter = Kemenleran
umtuk Pembesdayaan
ErYErIf LASKAT | Perempuan dan
perundiungn, Perlindungan
kekerasan Anak
schual, ﬂml & Kepolisian
ILirerEnss Negonra Republike
puu. | Indoresia
CHCELEIEM » Badan
pendidikan Kependadu kun
Jamlah ot P dan Belwrg
provinal  dam  Prosins Provinsi mﬂ
krbupaten dian dan
e Kabupaten/| Kabuparen/ ol
e Kota | Rt '
erend Ak
MLELeTi
T
lemraleier
terkait
Lderarnsd
heragnma,
kesctarasn
gEmiler,
knmitmen
kchanpsann,
layanan siawa
kebisiuhan
khusus,
proilelajeran
yang
demokrais
e
chgisiem
pendidibkn
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[
Fokus Intervensi . Duata
Strategi Kunci en Deiar | w4
| 1) 2 | 3} 4]

b. menpinregra- | Jumish | | 548 saluan
sikan materi | satian pendidikan
etpe pendician di Prosinsi
dampak vang ‘ dan
Hekerasan menerapko | Kabupaten
BEra program | Katn
PENTIRENYa uniuk |
mencegah menciptakan
Eekerasan fklim satuan

| dan pendidikan
menciplakan | vang aman
limghoungan |
Al
Kekerasin '

SK No 147213 A

K/L
Penangpguny
Jadah
13
Kementerian

Pendicdikan,
Hebudnyme,
Riset, dnny
Teknolag:

K /L Terkait

(5}

Kemeniertan
Soaial
Kementerian
Homunikast
dan Informatikal
Hementerian
Dalam Negeri
Kementerian
Pemberdavaan
Peremplian dan
Perimd wnigan
Annk
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
Radan
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Mastonal

Badan
Narkotika
Nasional

2, Peningkatan
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R
: B
— ] K/L
vans loervensl | indikator | DA | ot d004 | Penan K/L Terkait
Strateg [ATH Daspr 2 ol ! s
_ , Jawab
L N 3 | ] i3 (6|
2. Peningkatan | Meningksatban | Jumlsh o Provinm |- 34 Provinsi Keimenlerian |« Kemenferian
peran dan peran dan pravinsi, o 14 Pemberdayion| Dalsm Negern
partisipasl | knpasiten pesr (kubupaten, | LRl | CEmeent - (Berempuan | o Kemenisrieo
Anak | group dalam | kota, | n:i : e.sl-.r dan Perencansan
kelampolk mencegah kecamatan, | o oo | kecamatan Perlindungan |  Pembangunan
Anak dalam | Kekerasan desa |.2e0e 4747 Anok Nusional |
mencegah terhadap Anak | kelurahan, sy Dieia Badarn
terjadinya di dasrah vang Kelurshan | Kelorahan Perencanaan
Kekerasan di| membentuk Pembangunan
daerah forum Anak Masional
atwu Kementorian
kelompok Diena,
Ansk lainnyva Pembangunan
yang Diaerak
berperan Tertinggal, dan
schagai Tranarmigrasi
pelopor Badan
butang Eopendudukan
peengha plsan dan Keluangs
. pelindungan Berencana
Anik dari Masional
Kelternsan
3.3 Tehapan . ..
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3.3 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Stranas PKTA sebagai berikut:
1. Pemetaan kondisi daerah:

b.
£
d.

. identifikasi Kekerasan terhadap Anak;

identifikasi aspek soslal budava;
pemangku kepentingan terkait; dan
kebijakan terkait penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

4. Penguatan koordinasi dan membangun komitmen bersama untuk
penghapusan Kekerasan terhadap Anak!

mempérkuat komitmen sctinp kementerian/lembaga, organisasi
Masyarakat, dan aliansi penghapusan Kekerasan terhadap Anak
melalul pembuatan  kebijakan dan nota kesepakatan dalam
penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan

mengembangkan kapasitas  forum/kelompok  Anak  tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai pelopor dan
pelapor dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

3. Perencanaan dan penganggaran untuk Stranas PKTA:

L

bersifat partisipatif dan dilaksanakan bersama dengan Anak,
orgunisasi Masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan pemerintah
pusal, pemerintah daersh provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/ kota;

alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam upaya
penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan

berdasarkan pada kebutuhan dan wusulan dari  peserta
perencanaan.

4. Pelaksanaan upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak:

.

SK No 147215A

berjenjang dari tingkat rumah, lingkungan, sckolah, tempat
pengasuhat alternatif, tempat umum di mana berlumpul, dan
di mana Anak dipeckerjakan; dan

pelibatan Anak, orang tua/pengasuh/wali, keluarga besar, wkoh
Masyarakat, tokoh adat, tokch agama, tokoh perempuan, tokoh
pemuda, tokoh media, dan pengusaha.

2. Pemantauan . . .
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5. Pemanlauan, evaluasi, dan pelaporan atas penghapusan Kekerasan
terhadap Anak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3.4 HKeluaran Stranas PHTA

Keluaran Stranas PKTA adalah secara signifikan mengurangi
bentuk Kekerasan dan Indonesia bebas Kekerasan lerhadap Anak
Tahun 2030. Target ini sejalan dengan Target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan [TPB)/ Sustainable Development Goals, terutama goal 16,1
vang secara signifikan mengurangi bentuk Kekerasan dan angka kematian
dimanapun; goal 16.2 menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,
perdagangan, dan segala bentuk Kekerasan dan penyiksaan terhadap
Anak; dan goal 16,2 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkas
nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama lerhadap
keadilan bagl semua.

BABIV . ..
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BAB IV
EERANGKA KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

4.1 HKerangka Kelembagaan

Kerungka kclembagaan dan koordinasi Stranas PKTA merupakan
bagian dari penyelenggaraan koordinasi pelindungan Anak secara
nasional. Pelaksanaan program dan kegiatan sesual dengan arsh
kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Stranas PKTA, tidak
dilakukan dengan membentuk kelembagaan secara khusus, letapi
terintegrasi dengan kelembagaan yang ada dan mekanisme koordinasi
pelindungan Anak wvang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73A avat (3] Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Ansk dinyatakan bahwa
penyelenggaraan koordinasi perlindungan Anak diatur dengan Peraturan
Pemerintah dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2019 tentang Penyelenggarnan Koordinasi Perlindungan Anak.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut (clah diatur bahwa Menteri
menetapkan Tim Koordinasi Perlindungan Anak. Pada tingkat daerah,
gubernur dan  bupati/wali kow mengoordinasikan pelaksanaan
penyelenggaraan pelindungan Anak di daerah,

Sejalan dengan pengaturan tersebut, Stranas PKTA dilaksanakan
kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi, dan
pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota vang dikoordinasikan cleh
Menteri melaln Tim Koordinasi Perlindungan Anak vang dibentuk
berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Keordinasi Perlindungan Anak. Serta, dalam
pelaksanaan Stranas PRTA di deerah, gubernur dan bupati/wali kota
mengoordinasikan  pelaksanaan Stranas PKTA di  provinai  dan
kabupaten/ kota.

4.2 Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksansan Stranas PTKA merupakan bagian
dari penvelenggaraan koordinasi perlindungan Anak secara nasional
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan koordinasi perlindungan Anak.
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Keberhasilan pelaksanaan Stranas PKTA sangat ditentukan oleh
komitmen, kebijakan, alokasi anggaran, dan sinergitas pelaksansan baik
di tingkat pusat maupun daerah. Dengan telah ditetapkannya arah
kehijakan dan strategi Stranas PKTA vang sclanjutnyva lebih dirinc
menjadi fokus strategi, intervensi kunci, seria penanggung jawab yang
jelas dalam pelaksanaan Stranas PKTA tentunya dapal meningkatkan
efektivitas pelaksanaan Stranas PKTA dalam rangka mewujudkan rujuan
pelindungan Anak secara nasional baik di pusat maupun di daerah.
Selanjutnva, keberhasilan pelaksanaan Stranas PKTA dapat diukur
melalui  pencapaian  target  yang  telah  ditetapkan  oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
dacrah lkabupaten/kota. Hal scjalan dengan komitmen Indonesia
dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak target jangka panjang
Tehun 2030 guna mewujudkan Indonesia lLayak Anak Tahun 2030,

sekalipus kewajiban dan tanggung jawab Indonesia dalam menyukseskan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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